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P U T U S A N

Nomor 0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  -------  Desa

Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nizam Arista,

S.H., Fransiskus, S.H., dan Ratna Pertiwi, S.H.,, Advokat yang

berkediaman  di  Perum  Pesawaran  Residen,  Klaster  Bedaru

Blok  E  No.  6  Kurungan  Nyawa  Kecamatan  Gedong  Tataan

Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus  yang

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Gedong  Tataan

dengan Nomor 332/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 13 September

2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara

Nasional Indonesia, tempat kediaman di ---------, lingkungan IV

Kelurahan  Pondang  Kecamatan  Amurang  Timur  Kabupaten

Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  13  September

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada
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hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt,

mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang  menikah

pada tanggal  23 Agustus 2012 di  rumah kediaman orangtua Penggugat,

dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gedong  Tataan

Kabupaten Pesawaran sesuai  dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :--------

pada tanggal 01 Maret 2018;  

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama

Suka  dengan  Penggugat  berstatus  Perawan  dan  Tergugat  berstatus

Jejaka,;  

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul  layaknya  suami  istri  dan

dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN, yang lahir

pada 16 Maret 2013, yang saat ini bersama Penggugat;  

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di kediaman bersama di Gorontalo, sampai akhirnya berpisah;  

5. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan  rukun  dan  damai  akan  tetapi  semenjak  Juli  2018  mulai  terjadi

perselisihan  di  dalam  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat.

Bahwa adapun  yang  menjadi  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat

dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa  Tergugat  kerap  bersikap  egois  dan  keras  kepala  terhadap

Pengguggat,  Tergugat  kerap  marah  terhadap  Penggugat  dengan

masalah yang sepele;

5.2. Bahwa  Tergugat  diketahui  telah  keluar  dari  agama  Islam  dan

kembali ke agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan, dan

sejak  saat  itu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  menjalankan

kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat  dan Tergugat  terjadi  pada

Awal  2019  dengan  sebab  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya

terhadap  Penggugat,  Tergugat  tetap  dengan  keyakinan  Tergugat,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akhirnya pulang kerumah orangtua Penggugat, dan hingga saat

ini  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  sudah  tidak  lagi  menjalankan

kewajibannya sebagai suami istri;  

7. Bahwa semenjak Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat,

hingga  saat  ini  Tergugat  tidak  pernah  datang  serta  tidak  pernah

memberikan nafkah baik nafkah lahir  maupun batin sehingga Penggugat

merasa tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut;   

8. Bahwa  pihak  Keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

merukunkan  kembali  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  menasehati

Penggugat  dan  Tergugat  namun  Penggugat  tidak  bersedia  lagi  kembali

berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Gedong  Tataan  cq.  Majelis  Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatanPenggugat; 

2. Memfasakhkan  perkawinan  antara  Penggugat  (PENGGUGAT)

dan Tergugat (TERGUGAT); 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR

Apabila  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama Gedong  Tataan  berpendapat  lain

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  dalam  perkara  aquo,  Penggugat  telah  memberikan  kuasanya

kepada  Nizam  Arista,  S.H.,  Fransiskus,  S.H.,  dan  Ratna  Pertiwi,  S.H.,

berdasarkan surat  kuasa  khusus  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Gedong  Tataan  dengan  Nomor  332/Kuasa/2021/PA.Gdt  tanggal  13

September 2021,  Majelis  Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan

surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili

kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
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dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dengan  nasihat  tidak  berhasil  untuk

mengurungkan  niat  Penggugat  tetap  mengajukan  gugatannya  dan  mediasi

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  adalah  anggota  TNI,  Penggugat  telah

mengirimkan  surat  pemberitahuan  kepada  Komandan  Satuan  Scabarindam

XIII/Merdeka  tanggal  25  Oktober  sebagai  atasan  dari  Tergugat,  namun

berdasarkan  keterangan  Penggugat,  atasan  Tergugat  keberatan  untuk

mengeluarkan surat keterangan bahwa Tergugat sedang diajukan perceraian

oleh Penggugat.  Selanjutnya Penggugat  telah memberikan surat  pernyataan

yang  menyatakan  bahwa  Penggugat  akan  menerima  resiko  dari  pengajuan

gugatan yang diajukannya terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi  Surat  Keterangan  domisili  atas  nama  Penggugat  Nomor

---------  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pesawaran

tanggal  20-09-2021.  Bukti  surat  tersebut  telah  dinazegelen  dengan

meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

b. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Nomor ------- Tanggal 01 Maret

2018,  bukti  surat  tersebut  telah  dinazegelen  dengan  meterai  cukup,

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.2;
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2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI PERTAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -------- Desa Kebagusan Kecamatan

Gedong  Tataan  Kabupaten  Pesawaran,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Melson Pah; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Gorontalo; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak,

anak tersebut bersama saksi; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah keluar dari agama

Islam sejak akhir tahun 2019; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Februari 2020; 

- Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Penggugat,

Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah; 

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak

keluarga serta menasehati Tergugat agar tetap menganut agama Islam,

namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dan

Tergugat tetap ingin kembali ke agama sebelumnya;

Saksi  2,  SAKSI  KEDUA,  umur  55 tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  -------  Desa

Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,  di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Melson Pah; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Gorontalo; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak,

anak tersebut bersama saksi; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah keluar dari agama

Islam sejak tahun 2019; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Februari 2020; 

- Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Penggugat,

Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak

keluarga serta menasehati Tergugat agar tetap menganut agama Islam,

namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dan

Tergugat tetap ingin kembali ke agama sebelumnya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  mencukupkan  alat-alat  bukti  yang

diajukannya;

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap  pada gugatannya semula  dan memohon putusan kepada

Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-

hal  yang  tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  145  R.Bg  juncto  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu

pula Kartu  Tanda Pengenal  Advokat  (KTPA) Kuasa Penggugat,  telah sesuai

dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
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Advokat,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  harus  menyatakan  bahwa  Kuasa

Penggugat  merupakan  subjek  pemberi  bantuan  hukum  yang  sah  sehingga

Majelis  Hakim dapat  menerima dan memberi  izin  kepada Kuasa Penggugat

untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  dan

menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dalam  perkara  a  quo,  maka  Majelis  Hakim  tidak  dapat

memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud

pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

sepanjang  gugatan  Penggugat mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

perceraian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil  gugatan Penggugat, namun karena

perkara  ini  perkara  perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk

membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti

yang cukup;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  yang  merupakan  akta  autentik  yang

dikeluarkan  oleh  pejabat  umum,  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig

en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima

sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam perkara  ini,  dan  harus  pula  dinyatakan

bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal

40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1

ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  dan  Pasal  132  ayat  (1)  Kompilasi

Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima

dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik

yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  umum,  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

(volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat

diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini,  dan  harus  pula

dinyatakan  bahwa  daripadanya  telah  membuktikan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan

pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Oleh  karenanya,  Penggugat  dan

Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa  Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan

dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg  juncto Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dan  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara

formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  orang  saksi  berdasarkan

pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai

dengan  dalil-dalil  dan  alasan  pokok  gugatan  Penggugat,  dengan  demikian

saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga

keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti  yang cukup

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  alat  bukti  saksi  telah  memenuhi

ketentuan  syarat  formil  dan  materil,  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  yang

terkandung di dalamnya bersifat  bebas (vrij  bewijs kracht). Dan berdasarkan

Pasal  308  ayat  (1)  dan  309  R.Bg,  Majelis  Hakim  menilai  alat  bukti  saksi

Penggugat  dapat  diterima sebagai  alat  bukti  yang sah,  dan nilai  kebenaran

yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat

tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti

tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat

tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun

sekurang-kurangnya sejak 2019, Tergugat pindah menganut agama Kristen

Protestan;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan

Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak tahun 2020 dan selama itu

pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-

masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa,  baik  Majelis  Hakim  dalam persidangan,  maupun  pihak  keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan

Tergugat,  telah  pula  dilakukan  upaya  musyawarah  keluarga  untuk
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merukunkan Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasar  bukti  surat  dan  saksi-saksi serta

dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan

pokok  perkara,  telah  terungkap  fakta  hukum  Penggugat  dan  Tergugat

merupakan suami  isteri  dan telah dikaruniai  2 orang anak.  Bahwa  berdasar

keterangan  para  Saksi  pula,  telah  ternyata  Penggugat  dan  Tergugat sering

bertengkar yang disebabkan Tergugat kembali ke agama lamanya, yaitu Kristen

Protestan (murtad). Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah  berpisah  rumah

sejak enam bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling

memedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian dikemukakan

dalam  Pasal  116  huruf  (k) Kompilasi  Hukum  Islam yang  menyebutkan

perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan-alasan “(k) peralihan  agama  atau

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  telah  ternyata  dalam  persidangan  terungkap

Penggugat dan Tergugat sering atau setidak-tidaknya pernah berselisih yang

disebabkan  karena  Tergugat  kembali  ke  agama  lamanya,  yaitu  Kristen

Protestan  meskipun  ketika  akan  menikah  dengan  Penggugat,  Tergugat

menyatakan diri  masuk Islam (muallaf).  Bahwa akibat pertengkaran tersebut,

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun dan selama itu pula

keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri. Bahwa

dengan  kenyataan  demikian,  maka  ketentuan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum

Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

اذا ارتد الزوج اوالزوجة انقطعت علاق آل منهمببا بببالاخر
لان ردة اي واحببد منهمببا موجبببة للفرقببة بينهمببا وهببذه

الفرقة تصير فسخا
“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka

satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu
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menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan

itu berupa fasakh”

Menimbang, bahwa dengan fakta tergugat berpindah keyakinan, maka hal

tersebut  dapat  dipandang  sebagai  rusaknya  sendi  dasar  perkawinan  dalam

Islam, yaitu tauhid atau keyakinan yang sama terhadap Allah SWT. Tauhid atau

keyakinan  kepada  Allah  SWT  merupakan  fondasi  dasar  yang  menentukan

dapat tidaknya rumah tangga atau ikatan perkawinan tetap terjalin. Bahwa lagi

pula  perpindahan  agama  Tergugat  ke  agama Kristen  Protestan  nyata-nyata

menimbulkan  permasalahan  pelik  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat, hal mana membuat Penggugat merasa tersiksa secara batiniah dan

menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  telah  kembali  ke  agama

lamanya,  yaitu  Kristen  Protestan,  maka  bentuk  putusnya  perkawinan  yang

sesuai atau tepat dengan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan

dalil syara’ sebagaimana dikemukakan tersebut di atas adalah fasakh; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Memfasakhan  perkawinan  Penggugat (PENGGUGAT)  dan

Tergugat (TERGUGAT) karena Tergugat murtad;  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah Rp400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Gedong Tataan pada hari  Kamis tanggal  02 Desember 2021 Masehi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Widya Alia, S.H.I

sebagai  Ketua Majelis,  Muhamad Faudzan,  S.Sy.  dan Nusra  Dwi  Purnama,

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis

Hakim Nomor 0575/Pdt.G/2021/PA.Gdt. tanggal 13 September 2021, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurul

Huda,  S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I.

Perincian biaya :

 Pendaftaran Rp30.000,00
 Biaya Proses Rp50.000,00
 Panggilan Rp280.000,00
 PNBP Panggilan Rp20.000,00
 Redaksi Rp10.000,00
 Meterai Rp10.000,00
J u m l a h Rp400.000,00

                      (empat ratus ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataa
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